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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan
aktifitas manusia, dan strategis dari segi penguasaan
dan penggunaannya. Dari segi penguasaannnya selalu
memiliki nila-nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Begitu besar dan kompleksnya peranan tanah dalam
penghidupan dan kehidupan manusia, sehingga tidak heran
apabila dari waktu ke waktu dirasakan bahwa masalah
pertanahan merupakan masalah terpenting. Peningkatan
jumlah penduduk yang pesat serta kegiatan penataan ruang
wilayah untuk pembangunan mengakibatkan masalah tanah
menjadi masalah 1lintas sektoral, yvang dalam
penanganannya perlu koordinasi dengan instansi vyang
terkait yvang bersifat multi aspek yaitu aspek ekonomi,
sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Oleh karena itu pencatatan yang sistematis dari
tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat
penting bagi administrasi negara, maupun bagi

perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah itu



Keberadaan investasi di Jawa khususnya Jakarta
mendorong peningkatan pembangunan yang pesat, hal ini
disebabkan fasilitas yang ada sangat mendukung
dibandingkan di luar Jawa, seperti sarana dan prasarana
yang telah dibangun secara lengkap, tersedia tenaga
kerja yang banyak, disamping Jakarta merupakan pasar
yang sangat besar. Kecenderungan seperti ini
diperkirakan akan terus berlanjut ababila tidak ada
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk
mengarahkan pembangunan ke luar Jakarta.

Pesatnya urbanisasi, terutama di kota Jakarta,
yvang merupakan pusat-pusat produksi seperti industri,
jasa dan perdagangan. Pada Repelita VI pertumbuhan
penduduk kota Jakarta diperkirakan 5,20 % dan
kemungkinan pada tahun 2005 penduduk Jakarta bisa
mencapai 12 juta jiwa.

Kota Jakarta yang berasal dari sebuah pemukiman
kecil bernama Sunda Kelapa dengan penduduk asli
masyarakat Betawi yang mempunyai hubungan kemasyarakatan
yang erat sekali, dengan kehidupan yang berkelompok dan
masih mempertahankan adat istiadat dan kebudayaannya,

kehidupan masyarakatnya masih mengandalkan dari

ranglicahasn +tanah



dilakukan oleh Pemerintah Jakarta untuk kegiatan
pembangunan, sehingga kebutuhan terhadap tanah semakin
meningkat sedang luas tanah relatif tetap, hal ini
menyebabkan kenaikan harga tanah yang sulit
dikendalikan. Kecenderungan ini mengakibatkan masyargkat
Betawi yang umumnya merupakan pemilik tanah yang kurang
mampu menjadi terdesak dan tergusur ke daerah pinggiran
kota karena tanahnya diperlukan untuk pembangunan.
Beralihnya pemilikan tanah dari masyarakat Betawi dengan
cara menjual tanahnya maupun menerima ganti kerugian
atas tanah yang digunakan oleh pemerintah.

Di daerah pinggiran kota yaitu Kecamatan
Kembangan Kota Jakarta Barat, masih terdapat
perkampungan masyarakat Betawi yang sudah lama tinggal
disana (masyarakat Betawi setempat). Masyarakat Betawi
setempat juga mengalami pergeseran dari tempat
tinggalnya karena dipinggiran kota juga ada pembangunan

untuk perumahan maupun untuk fasilitas lainnya.

Dengan tergusurnya masyarakat Betawi dari pusat
kota ke pinggiran kota juga keberadaan masyarékat
Betawi setempat, yang penguasaan pemilikan atas tanahnya
adalah bekas hak adat, dimana penguasaan pemilikan atas

tanahnya belum semuanya teridentifikasi dengan baik,



Berdasarkan kondisi dan kenyataan seperti di atas,
maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaaan tanah di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya
pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Betawi
yang berada di Kacamatan Kembangan dengan judul :
PEMAHAMAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP CATUR TERTIB
PERTANAHAN DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun
merumuskan pertanyaan penelitian yaitu belum terdapat
penguasaan dan pemilikan hak atas tanah secara jelas
oleh masyarakat Betawi di Kecamatan Kembangan Kota

Jakarta Barat ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bentuk penguasaan dan pemilikan hak
atas tanah masyarakat Betawi di Kecamatan Kembangan

Kota Jakarta Barat yvaitu meliputi :
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b. Besaran luas penguasaan dan pemilikan tanah
masyarakat Betawi di Kecamatan Kembangan.

2. Untuk mengetahui cara memperoleh hak atas tanah yang
dimiliki oleh masyarakat Betawi Kecamatan Kembangan
Kota Jakarta Barat.

3. Untuk mengetahui Penggunaan Tanah Masyarakat Betawi
Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

2. Kequnaaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

a. Pengembangan ilmu di bidang pertanahan pada umumnya,
serta pengaturan pemilikan, penguasaan dan penggunaan
tanah pada khususnya dari suatu kelompok masyarakat
adat.

b. Bahan pertimbangan dalam pembangunan pengaturan,
penguasaan dan pemilikan tanah bagi kelompok
masyarakat yang terkena dampak percepatan pembangunan

daerah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah di

kemukakan pada bab terdahulu, maka dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Status tanah yang bersertipikat masih sangat sedidkit
(28%) dan yang banyak berupa Girik (kutipan Letter C)
sebesar 72 %, hal ini terjadi karena masih sangat
rendahnya kesadaran/minat masyarakat Betawi dalam
mensertipikatkan tanahnya. Pencapaian Catur Tertib
Pertanahan masih sangat rendah yaitu tertib
administrasi pertanahan dan hukum pertanahan hanya
28%, terbukti adanya pengakuan dalam wawancara kepada
respoden bahwa pengurusan sertipikatan tanah mahal,
pengurusannya lama dan berbelit-belit. Luas rata-
rata tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat
Betawi di Kecamatan Kembangan dari wawancara
kepada responden (100 KK) adalah kurang dari 200 M2,
hal ini terjadi karena dijual ataupun pemecahan

melalui pewarisan.



2. Cara peroclehaan tanah pada masyarakat Betawi di
Kecamatan Kembangan dari hasil wawancara terbanyak
adalah melalui waris (55 %) dan jual beli 30 %, hal
ini disebabkan karena masyarakat Betawi mewariskan
tanahnya kepada anaknya dan juga dijual kepada
pendatang yang ada di Kecamatan Kembangan.

3. Penggunaan Tanah masyarakat Betawi di Kecamatan
Kembangan dari data primer sebagian besar
dipergunakan untuk rumah 69 2 sedang untuk rumah dan

kebun hanya 30 % .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis
memberikan saran yaitu agar pemerintah khususnya
instansi Badan Pertanahan Nasional melakukan
pensertipikatan tanah dengan biaya yang murah dan cepat
sehingga merangsang dan minat masyarakat Betawi untuk
mensertipikatkan tanahnya. Usaha dapat dilakukan dengan
mengadakan pensertipikatkan tanah melalui proyek vang
dibiayai negara di wilayah masyarakat Betawi. Dan pada
akhirnya dapat tercapai tertib administrasi dan hukum

pertanahan, sehingga sengketa pertanahan dapat

A3 hinAdara
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